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GUBERNUR ACEH
PERATURAN GUBERNUR ACEH

|NOMOR 190 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 9 TAHUN 2018TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA ACEH
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,
Menimbang : a. bahwa sesuai Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2018 tentangPerubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016

tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik serta
Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
110/P/2018 tentang Rincian, Lokasi dan Target Output
Kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan Tahun
Anggaran 2018 tanggal 27 April 2018, terdapat beberapa
perubahan atas rincian belanja pada Daftar Pelaksanaan
Anggaran (DPA) Dinas Pendidikan Aceh sumber dana Dana
Alokasi Khusus (DAK) fisik Tahun Anggaran 2018:

b. bahwa untuk melakukan pergeseran anggaran antar jenis
belanja dalam Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2018
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun
Anggaran 2018, perlu dilakukan perubahan sebagai dasar
pelaksanaan:

Cc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur Aceh tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur
Aceh Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Aceh Tahun Anggaran 2018:

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Pembentukan
Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1103):

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172,
“Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893):N

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286):

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
5, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4355),

/
N

9. Undang-Undang..../2
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5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400):

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SistemPerencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104)
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang PerimbanganKeuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438):
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang PemerintahanAceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4633):
|

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang PemerintahanDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang PerubahanKedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5679):
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang AdministrasiPemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5601):
11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan

Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapa kaliterakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015
tentang Perubahan Ketujuh Belas Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri
Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
123):

12.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Tahun 2012
Nomor 171, Tambahan Lembaran Republik Indonesia
Nomor 5340),

13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4575),

14. Peraturan..../3LL. ONTAN DorwnltotrenNDiinhoh D.Roniici Downkh ADRA Np 0 Thn 9118 Ar



-3-

14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang SistemInformasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010
tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2010 Nomor 1 10, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155):

15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578):

16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5165):

17. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang PinjamanDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5219):

18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272):

19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6057):

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentangPedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentangPedoman Pengelolaan Keuangan Daerah:

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentangPedoman Pemberian Hibah dan Bantuan . Sosial yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan
Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah:

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentangPedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2018:

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang
Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional:

24. Oanun..../4
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24. Oanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 4 Tahun
2002 tentang Dana Perimbangan antara Pemerintah Provinsi
dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Daerah Tahun
2002 Nomor 23):

|

25.0Ganun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan
Keuangan Aceh (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam
Tahun 2008 Nomor O1) sebagaimana telah diubah dengan
Oanun Aceh Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas
Ganun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan
Keuangan Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 11,
Tambahan Lembaran Aceh Nomor 70):

26.Ganun Aceh Ncmor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara
Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas
Bumi dan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Aceh Tahun 2008
Nomor 12, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 12) sebagaimanatelah diubah beberapa kali terakhir dengan Oanun Aceh Nomor
10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Oanun Aceh

“Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian
Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana
Otonomi Khusus (Lembaran Aceh Tahun 2013 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Aceh Nomor 48):

27.0anun Aceh Nomor 1 Tahun 2014 tentang Retribusi Jasa
Umum (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Aceh Nomor 63) sebagaimana telah diubah dengan
Oanun Aceh Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas
Ganun Aceh Nomor 1 Tahun 2014 tentang Retribusi Jasa
Umum (Lembaran Aceh Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Aceh Nomor 88):

28. Ganun Aceh Nomor 2 Tahun 2014 tentang Retribusi Jasa
Usaha (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan
Lembaran Aceh Nomor 64) sebagaimana telah diubah dengan
Ganun Aceh Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas
Ganun Aceh Nomor 2 Tahun 2014 tentang Retribusi Jasa
Usaha (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Aceh Nomor 78):

29. Oanun Aceh Nomor 3 Tahun 2014 tentang Retribusi Perizinan
Tertentu (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Aceh Nomor 65) sebagaimana telah diubah dengan
Oanun Aceh Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas
Oanun Aceh Nomor 3 Tahun 2014 tentang Retribusi Perizinan
Tertentu (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan
Lembaran Aceh Nomor 89):

30. Ganun Aceh Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan
Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Aceh Nomor 91),

31. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 7 Tahun 2018 tentang
Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh
Tahun Anggaran 2018:

32. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 8 Tahun 2018 tentang
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran
2018:

MEMUTUSKAN :..../5
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 9 TAHUN 2018 TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA ACEH TAHUN
ANGGARAN 2018.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 9
Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun
Anggaran 2018 (Berita Daerah Aceh Tahun 2018 Nomor 9) diubah
sehingga berbunyi sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 3 ayat (3) diubah sehingga Pasal 3 berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 3
(1) Belanja Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri

atas:
1

a. Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp 4.137.425.306.467,00
b. Belanja Langsung sejumlah Rp 10.946.578.639.660,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)hurufa terdiri atas jenis:
a. Belanja Pegawai sejumlah Rp 2.393.404.732.510,00
b. Belanja Bunga Rp 0,00
c. Belanja Subsidi Rp 0,00
d. Belanja Hibah Rp 708.607.997.040,00
e. Belanja Bantuan Sosial Rp 236.705.200.000,00
f. Belanja bagi hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan

Pemerintahan Desa Rp 653.458.750.517,00

a

g. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa dan Kepada Partai
Politik Rp 105.248.626.400,00

h. Belanja Tidak Terduga Rp 40.000.000.000,00
(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

b terdiri dari jenis:
a. Belanja Pegawai Rp 764.428.434.974,00
b. Belanja Barang dan jasa Rp 6.880.850.563.439,00
c. Belanja Modal Rp 3.301.299.641.247,00

2. Ketentuan dalam Lampiran I, Lampiran III Urusan Pemerintahan
Pendidikan Organisasi Dinas Pendidikan Aceh, Lampiran IV dan
Lampiran V diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum
dalam Lampiran I, Lampiran III Urusan Pemerintahan Pendidikan
Organisasi Dinas Pendidikan Aceh, Lampiran IV dan Lampiran V
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Gubernur ini.

Pasal II..../6
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Pasal II
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundanganPeraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam BeritaDaerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 2 et 2018-

Aggap 1440

Pit GUBERNURACEH,ii
' Ta SiY—

|
“Nova meIAnEyAN

Diundangkan di Banda Aceh
pada

tanggal,IL 6 2018

La safar 1440

SinemaDAERAH ACEHIh

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2018 NOMOR leo

Ad

DERMAWAN
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